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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang E-Government (Konsep, Implementasi Dan 

Evaluasi E-Government Di Indonesia) telah selesai di susun dan berhasil 

diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan 

penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap 

pembahasan E-Government (Konsep, Implementasi Dan Evaluasi E-

Government Di Indonesia). 

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap E-

Government (Konsep, Implementasi Dan Evaluasi E-Government Di Indonesia). 

Menghadapi tantangan global terutama pada dewasa ini yaitu era industri 4.0, 

menjadikan setiap lembaga baik lembaga pemerintah ataupun lembaga 

swasta harus mengadopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebab 

jika tidak maka tentu akan tertinggal jauh ke belakang. Difusi Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet sangat memberikan berbagai 

kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai konteks misalnya pada bidang 

perdagangan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan lain-lain.  

Kesuksesan TIK dan Internet yang mampu merubah proses bisnis dalam 

konteks perdagangan (komersial) seperti e-commerce menjadi lebih efektif 

dan efisien, ternyata sudah meningkatkan ekspektasi masyarakat karena TIK 

juga dapat diadopsi oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang 

efektif dan efisien pula. Secara umum, e-Government didefinisikan sebagai 

pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, atau 

pemerintahan yang berbasis elektronik. Dengan tujuan untuk meningkatkan 

efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. E-

Government sebagai “penggunaan TIK oleh institusi pemerintah (seperti WAN, 
internet, mobile computing) yang memiliki kemampuan untuk mengubah 

hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan 

pemerintah”. 
Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 

menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara 

terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca 

sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami 
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untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di 

masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat 

memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia. 
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KONSEP, IMPLEMENTASI &  

PERKEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA 

 
A. PENDAHULUAN 

Menghadapi tantangan global terutama pada dewasa ini yaitu era 

industri 4.0, menjadikan setiap lembaga baik lembaga pemerintah ataupun 

lembaga swasta harus mengadopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

sebab jika tidak maka tentu akan tertinggal jauh ke belakang. Difusi Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet sangat memberikan berbagai 

kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai konteks misalnya pada bidang 

perdagangan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan lain-lain. Kesuksesan TIK 

dan Internet yang mampu merubah proses bisnis dalam konteks perdagangan 

(komersial) seperti e-commerce menjadi lebih efektif dan efisien, ternyata 

sudah meningkatkan ekspektasi masyarakat karena TIK juga dapat diadopsi 

oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien 

pula (Ebrahim and Irani, 2005).  

Hasil studi menunjukkan bahwa 60% dari warga percaya bahwa 

penggunaan elektronik dalam pemerintahan atau yang dikenal dengan istilah 

e-Government akan mampu meningkatkan kualitas layanan.  Studi tersebut 

dilaksanakan oleh (James, 2000) yang menyajikan bahwa warga masyarakat 

ingin segala bentuk layanan terutama pelayanan perpajakan, perizinan, pajak 

kendaraan bermotor, layanan kesehatan dan lainnya bisa disediakan atau 

dapat diakses melalui internet. Tidak hanya itu, sekitar 50% warga juga 
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MODEL TAHAPAN  

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 

 
A. PENDAHULUAN 

“Revolusi Industri” semakin memainkan perannya dalam mengubah total 
perkembangan teknologi sebuah negara dan kembali melanjutkan program 

pemerintah bertajuk E-Government yang sudah diprogramkan sejak tahun 

2000 tujuannya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat 

dengan pemanfaatan TIK (Muftikhali and Susanto, 2017). Dalam 

implementasinya, terdapat beberapa model tahapan pengembangan yang 

dilakukan pemerintah dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan 

elektronik, tata kelola internet, pemerintahan digital, pemerintahan online 

dan pemerintahan terkoneksi sehingga masyarakat luas dapat memperoleh 

informasi dengan cepat. 

 

B. MODEL TAHAPAN PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT 

Dalam tahapan pengembangan E-Government, terdapat 5 model yang 

digunakan (Muftikhali and Susanto, 2017): 

1. Capability Maturity Models 

Model Capabality Maturity proses merupakan kategori model terbaik 

untuk melakukan pembahasan terkait materi dari setiap uraian dan dapat 

menarik kesimpulan yang baik dan sederhana. 
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PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT: 

PELUANG DAN TANTANGAN 

 
A. PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kini telah 

merambah ke sendi-sendi kehidupan manusia di berbagai bidang kehidupan, 

baik sosial, ekonomi, politik, maupun sektor pemerintahan. Mungkin saat ini 

hampir dapat dipastikan tidak ada bidang yang tidak menerapkan teknologi 

informasi. Saking pentingnya dan pesatnya perkembangan teknologi 

informasi saat ini, Indrajit (2011) berpendapat bahwa pesatnya 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dunia 

memasuki era baru lebih cepat dari sebelumnya. Pendapat Indrajit ini bisa 

diterima dengan akal sehat mengingat kebutuhan akan data, informasi dan 

pelayanan bagi pihak-pihak yang menginginkan kecepatan dan ketepatan 

membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. 

Era teknologi informasi yang disebut juga dengan era informasi dilengkapi 

dengan perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang semakin 

canggih, menjadikan pelayanan kepada masyarakat semakin baik yaitu 

masyarakat dapat memperoleh data dan informasi dengan kecepatan yang 

cepat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar dan waktu yang banyak 

untuk tiba ke kantor-kantor pemerintah. Kecanggihan teknologi informasi ini 

tentunya memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari 

kebutuhan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
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ELEMEN SUKSES DALAM  

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 

 
A. PENDAHULUAN 

Kebanyakan pemerintahan modern saat ini telah memanfaatkan 

teknologi untuk menjalankan roda pemerintahan. Tata pemerintahan yang 

baik dapat menerapkan konsep pemerintahan yang bersih, transparan, 

amanah, demokratis, dan efektif. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan 

yang baik, saat ini perlu dikembangkan e-Government. Hal ini dilakukan demi 

tercapainya pelayanan publik yang berkualitas dan dapat terselenggara 

dengan cepat, bersih, efisien, dan ekonomis. Namun untuk mencapai semua 

itu tidaklah mudah. Hal ini memerlukan kerja sama dari tiga pihak yaitu 

pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kekuasaan untuk 

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sendiri. Hal inilah yang 

dimanfaatkan oleh beberapa daerah, mereka mulai kreatif dan inovatif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Secara mandiri, mereka bercita-cita 

mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sejenisnya. Hal inilah yang 

diharapkan dapat meningkatkan daya saing suatu daerah. Hal ini semakin 

didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan pemerintah menekankan agar 
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PARTISIPASI PUBLIK: STRATEGI  

DAN INOVASI (E-PARTICIPATION) 

 
A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya 

masyarakat harus berpartisipasi aktif di dalamnya. Hal ini menjadi tolak ukur 

utama dalam proses reformasi dan demokratisasi, sehingga Indonesia 

berhasil mencapai perubahan di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, 

hukum, dan politik. Sebagai voluntary dan mandatory untuk masyarakat yang 

berpartisipasi, ditentukan oleh derajat demokratisasi suatu negara dan 

derajat pemahaman terhadap status dan hak-hak yang terkait dengan warga 

negara (Usman, 2015). Hak ini tidak hanya terbatas pada hubungan horizontal 

yaitu antara warga negara dan negara, namun juga banyak terkait dengan 

hubungan vertikal yaitu masyarakat dan pengambil keputusan utama 

(Kurniawan, 2016). 

Pengambilan kebijakan pemerintah tidak akan efektif jika masyarakat dari 

latar belakang sosial dan pendidikan yang berbeda tidak dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan (Mansuri dan Vijayendra, 2013). Terutama mereka 

yang berkepentingan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah. 

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui perwakilan kelompok lembaga 

atau organisasi. Partisipasi kolektif masyarakat akan mendorong 

implementasi kebijakan pemerintah secara optimal (Pelenc, Bazile dan Ceruti, 
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OPEN GOVERNMENT DAN OPEN DATA 

 
A. PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

mengubah model pemerintahan dengan memberikan pelayanan publik yang 

terbuka, partisipatif, dan inovatif kepada masyarakat. Di Indonesia, komitmen 

pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik untuk masyarakat yang 

lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif diwujudkan dalam gerakan Open 

Government Indonesia (OGI). Saat ini optimalisasi teknologi informasi dan 

komunikasi melalui e-Government di Indonesia sedang dilakukan secara masif. 

Keberadaan e-Government memfasilitasi interaksi yang terjadi antara 

pemerintah, masyarakat dan pihak berwenang, sehingga mendorong 

penerapan e-government (Laurati, 2018). Ada juga kebutuhan mendesak 

untuk melibatkan masyarakat sipil dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi 

praktik-praktik efektif dan pendekatan inovatif dalam memanfaatkan 

teknologi guna memberdayakan masyarakat dan mendorong transparansi 

dalam pemerintahan. Peningkatan akses terhadap teknologi juga perlu 

ditingkatkan oleh pejabat pemerintah dan masyarakat umum. Kita tidak 

boleh lupa bahwa teknologi adalah pelengkap, bukan pengganti informasi 

yang jelas dan berguna.  

Pemerintahan digital “mengacu pada penggunaan teknologi digital, 
sebagai bagian dari strategi modernisasi pemerintahan, untuk menciptakan 

nilai publik. Hal ini bergantung pada ekosistem pemerintahan digital yang 
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SMART GOVERNMENT: TREN  

E-GOVERNMENT MASA DEPAN 

 
A. PENDAHULUAN 

E-Government (juga dikenal sebagai pemerintahan elektronik, 

pemerintahan digital, pemerintahan online atau pemerintahan satu atap, 

yang saat ini mulai berkembang ke mal pelayanan publik) dalam definisi yang 

paling sempit, menggambarkan penggunaan teknologi Internet untuk 

mereformasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam 

definisi yang lebih luas, hal ini melibatkan penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK, komunikasi satelit, dan sistem informasi geografis), 

selain penggunaan Internet, World Wide Web, dan telepon seluler untuk 

memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan bisnis (Gronlund 

dan Horan, 2005). 

Menurut Al-Obthani dan Ameen (2018), smart government dapat 

memberikan banyak layanan kepada masyarakat, misalnya layanan untuk:  

1. Kesehatan 

2. Pendidikan 

3. Keamanan 

4. Pengajuan klaim dan melaporkan masalah 

5. Permintaan informasi 

6. Penjadwalan 
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